
 

43 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Pusat 

Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Sipd) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera 

Utara. Jurnal Pendidikan Tambusai. 

Arif, R. N., Firmansyah, A., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Implementasi 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ri ( Sipd Ri ) Dalam Proses Akuntansi 

Dan Pelaporan.  

Asmawati, N., Suparman, S., & Gunawan, H. (2024). Analisis Implementasi 

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah Di 

Kabupaten Sumbawa Barat. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 

Chandra Pramana, A., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). 

Analisis Penerapan Sipd Pada Bpkad Kabupaten Nganjuk. 

Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In Lp2m Ust Jogja (Issue March). 

Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi 

Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Governance. 

Muttaqqin, I., Ulfa, A., & Rahayu Dewi, Z. (2023). Analisis Penerapan Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Bidang Perbendaharaan Dan Kas 

Daerah Bppkad Kota Probolinggo. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi,  

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

(Bpkad) Kota Medan.  

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Satu Data 

Kabupaten Lumajang. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang 



44 
 

 

Nomor 110 Tahun 2021. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah 2019. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah. Permendagri Republik Nomor 70. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No 77 Tahun 

2020. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20l9 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. (2023). Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi. 

Ratnaningtyas,  Et Al. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif (N. Saputra (Ed.)). 

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi. 

Renstra Tahun 2024 - 2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 

Lumajang (2024). 

Rochaety, E. (2017). Sistem Informasi Manajemen. In Penerbit Mitra Wacana 

Media (Ketiga). Mitra Wacana Media. 

Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis 

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan 

Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara. 

Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill". 



45 
 

 

Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah, Wahana Resolusi. 

Pertama(July), 1. 

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta. 

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (D. & P. C. Mariana (Ed.); 

Pertama). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi) Bandung & Puslit Kp2w 

Lembaga Penelitian Unpad. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan 

Aset Daerah (Bpkad) Pekanbaru. Digital Business Journal. 

Wurara,  Et Al. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota 

Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 
 


